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BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN MIMIKA

Menimbang

Mengingat

. a.

o 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,
bahwa Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) mendapat
bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) sesuai dengan kemampuan keuangan
negara;

bahwa bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan
untuk mendukung kegiatan pendidikan politik dan
operasional partai politik di tingkat daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Mimika Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten
Mimika;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
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Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
630); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1777);

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2025 Nomor 1);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Mimika

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Mimika.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika selanjutnya disingkat DPRK
Mimika adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Dearah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional di Tingkat Kabupaten
Mimika dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara
sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara
melalui pemilihan umum.

6. Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Mimika yang diberikan secara proporsional kepada partai politik
yang memperoleh kursi di DPRK Mimika.

BAB II
TUJUAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 2
Bantuan keuangan diberikan untuk:
1. Mendukung pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan platform
partai politik;dan
2. Membiayai operasional sekretariat partai politik.

Pasal 3

Penggunaan bantuan keuangan harus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan.




(2)

o

BAB III
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4
Bantuan keuangan diberikan kepada partai politik di Kabupaten Mimika
berdasarkan jumlah perolehan suara sah yang mempunyai kursi di DPRK
Mimika hasil Pemilu periode 2024-2029.
Besaran bantuan setiap partai politk akan dihitung sesuai dengan formula:
Jumlah Suara sah partai politik pada pemilihan umum 2024-2029 x
Rp.10.000,- sebagaimana ditetapkan dalam APBD.

Pasal 5

Partai politik wajib mengajukan permohonan bantuan keuangan dengan

melampirkan:

a. Surat Permohonan Bantuan Keuangan yang ditandatangani oleh ketua;

b. Salinan Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik;

c. Autentikasi perolehan suara sah berdasarkan Surat Keputusan KPU;

d. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Sebelumnya yang telah

m o

(1)

(2)

diaudit BPK;

Rencana Anggaran Belanja Tahun Berjalan;

NPWP atas nama partai politik sesuai tingkatan pengajuan;

Rekening bank atas nama partai politik yang sesuai dengan struktur
organisasi tingkat kabupaten;

Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana yang ditandatangani
oleh Ketua dan Sekretaris partai;dan

Dokumen lain yang disyaratkan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Penyaluran bantuan keuangan dilakukan melalui transfer ke rekening
partai politik.

Partai politik wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan
paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 7

Laporan penggunaan bantuan keuangan diaudit oleh Badan Pemeriksa
Keuangan.
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BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Bupati membentuk tim verifikasi untuk memeriksa persyaratan administrasi
partai politik yang berhak menerima bantuan keuangan partai politik.

Pasal 9

Jumlah pemberian bantuan kepada setiap partai politik yang mendapat kursi
di DPRK Mimika, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Mimika.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut
dalam petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Mimika.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 10 Maret 2025

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN
Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 10 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 NOMOR 21.




